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Abstrak

Media sosial kini berperan penting sebagai wadah aspirasi
publik terhadap kebijakan pemerintah di era digital.
Melalui media sosial, masyarakat dapat menyampaikan
pendapat dan kritik secara terbuka, sehingga mendorong
pemerintah menjadi lebih responsif dan transparan. Namun
tantangan seperti penyebaran hoaks, disinformasi, dan
polarisasi politik masih menghambat peran positif media

18111422718, Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman
22410036023, Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman
3 2410036029, Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman
4 2410036004, Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman
52410036021, Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman
6 2410036037, Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman


mailto:Suryaningsi@fkip.unmul.ac.id
mailto:alikazahra.171@gmail.com
mailto:alyaarzh@gmail.com
mailto:nainnurzanah@gmail.com
mailto:sausanmayangg@gmail.com
mailto:titoalihanif1@gmail.com
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

C A U S A Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 14 No 6 Tahun 2025

Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan
bahwasannya media sosisal bisa saja berdampak positif
tetapi juga bisa menjadi tempat penyimpangan ideologi.
Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan
pendekatan kualitatif, mengkaji berbagai artikel jurnal
ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
aspirasi yang viral di media sosial sering kali mendorong
pemerintah untuk meninjau ulang, merevisi, bahkan
membatalkan kebijakan yang tidak sejalan dengan
keinginan masyarakat.

Kata kunci: Sosial media, aspirasi publik, hoax dan
disinformasi

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi komunikasi di era digital telah mengubah pola partisipasi
publik, di mana media sosial kini memainkan peran sentral dalam meningkatkan transparansi
dan akuntabilitas pemerintah. Media sosial tidak hanya menjadi sarana berbagi informasi,
tetapi juga wadah aspirasi publik yang memungkinkan masyarakat menyampaikan pendapat,
kritik, dan saran secara langsung kepada pemerintah, sehingga memperkuat mekanisme check
and balance dalam tata kelola pemerintahan (Andre, 2022; Chairunisa et al., 2024).

Berdasarkan fenomena tersebut, rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana
media sosial menjadi wadah aspirasi publik terhadap kebijakan pemerintah. Penelitian ini
bertujuan untuk menjelaskan fungsi media sosial dalam penyampaian aspirasi publik serta
menganalisis dampaknya terhadap proses pembuatan kebijakan pemerintah. Manfaat penelitian
ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi akademisi, pemerintah, dan masyarakat umum
mengenai penggunaan media sosial secara efektif dan bertanggung jawab dalam membangun
partisipasi publik yang konstruktif dan transparan (Andre, 2022; Chairunisa et al., 2024).

METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ini menggunakan metode studi pustaka (tinjauan pustaka) dengan pendekatan
kualitatif. Data dan informasi yang menjadi dasar artikel dikumpulkan dari berbagai artikel
jurnal ilmiah yang relevan dengan topik yang dibahas. Proses pengumpulan data dilakukan
dengan mencari, memilih, dan menyeleksi artikel jurnal yang terpercaya dan memiliki fokus
penelitian yang sesuai.

PEMBAHASAN
A. Media Sosial Sebagai Platform Aspirasi Publik

Perkembangan media sosial telah mempercepat transformasi ruang publik menjadi lebih
terbuka dan responsif terhadap aspirasi masyarakat. Kecepatan penyebaran informasi melalui

platform seperti Twitter, Instagram, Facebook, dan TikTok memungkinkan isu-isu sosial serta
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kebijakan pemerintah dengan segera menjadi bahan diskusi luas dan terbuka (Hafizd et al.,
2023).

Informasi yang viral dapat memicu respons cepat dari pemerintah maupun aktor terkait,
mencerminkan perubahan pola komunikasi antara warga negara dan pemegang kekuasaan.
Selain mempercepat transmisi opini publik, media sosial juga membuka ruang diskusi yang tidak
dibatasi oleh hierarki sosial, sehingga semua lapisan masyarakat dapat berpartisipasi aktif
dalam wacana kebijakan. Keterbukaan ini mendorong lahirnya demokratisasi penyampaian
pendapat, memperkecil kesenjangan suara antara kelompok elit dan rakyat biasa. Dalam
konteks ini, media sosial berfungsi tidak hanya sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi
juga sebagai arena deliberasi publik yang memperkuat prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan
partisipasi dalam sistem demokrasi. Dengan karakteristiknya yang inklusif dan dinamis, media
sosial menjadi katalisator penting dalam mempercepat perubahan sosial dan memperkuat
demokrasi partisipatif di era digital (Hafizd et al., 2023)

B. Dampak Aspirasi Media Sosial terhadap Kebijakan Pemerintah

Penyampaian aspirasi melalui media sosial telah memunculkan perubahan signifikan
dalam respons pemerintah terhadap kebijakan yang menuai kritik publik. Menurut Laksana dan
Yanti (2023), aspirasi yang viral di media sosial berpotensi mendorong penundaan, revisi,
bahkan pembatalan kebijakan yang dianggap tidak sejalan dengan kehendak masyarakat.
Fenomena ini terlihat dalam kasus kritik terhadap rencana perpanjangan masa jabatan kepala
desa, di mana aspirasi masyarakat yang menyebar luas melalui platform seperti TikTok
menyebabkan pemerintah daerah serta organisasi terkait meninjau ulang kebijakan tersebut.
Selain itu, penyampaian aspirasi secara daring telah mengubah pola komunikasi pemerintah
dari model satu arah menjadi lebih interaktif dan responsif.

Pemerintah tidak lagi sekadar mengumumkan keputusan secara sepihak, tetapi kini
dituntut untuk membuka ruang dialog, menanggapi kritik, dan beradaptasi dengan suara
masyarakat yang berkembang di dunia maya. Dengan demikian, media sosial telah
bertransformasi menjadi kekuatan baru yang mampu mengubah dinamika penyusunan kebijakan
dan memperkuat demokrasi partisipatif

C. Tantangan yang Dihadapi
e Penyebaran hoaks dan disinformasi
Semakin maraknya penyebar hoax dan disimformasi di media sosial semakin banyak
orang yang tidak bisa membedakan antara berita bohong dan berita asli, hal ini dapat

mempersulit seluruh masyarakat dan menyebabkan bias informasi karena
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ketidakberdayaan masyarakat umum untuk membedakan dan memverifikasi data,
serta benar dan sesuai dengan kenyataan (Athalarik, 2022).

e Polarisasi politik dan manipulasi opini publik
Polarisasi politik adalah fenomena di mana masyarakat terpecah menjadi kelompok-
kelompok dengan pandangan politik yang sangat berbeda dan sering kali saling
bertentangan. Di era digital ini, meskipun banyak kesempatan untuk berkomunikasi
dan mendapatkan informasi, sangat memalukan bahwa masyarakat Indonesia masih
sulit menerapkan nilai-nilai Pancasila secara konsisten. Polarisasi sosial semakin
diperburuk oleh peran media sosial yang menjadi bagian penting dalam kehidupan
sehari-hari. Perdebatan tajam dan penuh kebencian sering kali mewarnai berbagai
konflik di internet, mulai dari isu politik hingga agama, yang bertentangan dengan
semangat persatuan Indonesia sebagaimana tercermin dalam sila ketiga Pancasila.
(Apriliani et al., 2025)

D. Upaya Terhadap Pemerintah dan Masyarakat

e Penguatan literasi digital
Upaya pemerintah dan masyarakat dalam menangani penyelewengan ideologi di
media sosial sangat menekankan pentingnya penguatan literasi digital. Penguatan ini
bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menilai, memahami,
serta memilah informasi yang beredar di media sosial sehingga mampu menyaring
konten radikal dan menanggulangi penyebarannya secara lebih efektif. Pemerintah
melakukan berbagai langkah, seperti edukasi mengenai bahaya radikalisme dan
literasi digital yang kritis, serta menegakkan regulasi hukum yang terkait, seperti UU
ITE. Sementara masyarakat, terutama relawan dan organisasi masyarakat, turut aktif
menyebarluaskan konten positif dan narasi damai melalui media sosial untuk
memperkuat pemahaman dan keberpihakan terhadap nilai-nilai kebangsaan dan
keberagaman

e Peningkatan keterbukaan dan interaksi pemerintah melalui media sosial resmi
Penggunaan sosial media oleh instansi di Pemerintahan Indonesia mulai digunakan
sebagai upaya meningkatkan keterbukaan informasi kepada publik di Indonesia
(Pramesti, 2019). Peraturan tersebut dibuat sebagai bentuk acuan atau peraturan
dalam hal pemanfaatan media sosial di intansi pemerintah (Antoni, 2019) dan
bertujuan mengurangi ruang bagi penyebaran informasi palsu dan meningkatkan

kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
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KESIMPULAN
Media sosial telah menjadi platform penting dalam menyampaikan aspirasi publik

terhadap kebijakanpemerintah. Perkembangan media sosial mempercepat transformasi ruang
publik menjadi lebih terbuka dan responsif, memungkinkan masyarakat dari berbagai lapisan
untuk berpartisipasi aktif dalam diskusi kebijakan secara demokratis. Aspirasi yang viral di
media sosial kerap mendorong pemerintah untuk meninjau ulang, merevisi, atau bahkan
membatalkan kebijakan yang kurang sesuai dengan kemauan masyarakat, sekaligus mengubah
pola komunikasi pemerintah menjadi lebih interaktif dan responsif.

Namun, penggunaan media sosial juga menghadirkan tantangan serius, seperti
penyebaran hoaks dan disinformasi yang mengganggu masyarakat dalam membedakan fakta dan
opini, serta polarisasi politik yang memperdalam perpecahan sosial dan bertentangan dengan
nilai-nilai Pancasila. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah dan masyarakat bersama-sama
melakukan upaya penguatan literasi digital agar masyarakat mampu memilah secara kritis
informasi, serta meningkatkan keterbukaan dan interaksi pemerintah melalui media sosial
resmi untuk membangun kepercayaan dan transparansi.

Dengan demikian, media sosial berperan ganda sebagai wadah aspirasi publik yang
memperkuat demokrasi partisipatif sekaligus sebagai tantangan yang memerlukan pengelolaan
secara cermat agar dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan dan penyusunan

kebijakan pemerintahan.
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